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ABSTRAK

Pengelolaan tambang minyak dan gas bumi di Indonesia menyisakan
beberapa persoalan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu pula
dengan ketentuan hukum Islam bahwa kekayaan alam termasuk tambang minyak
dan gas bumi adalah milik rakyat dan harus dikelola oleh negara untuk
kepentingan rakyat. Sementara dalam praktiknya terjadi privatisasi pengelolaan
minyak dan gas bumi yang berimbas negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Secara
implisit privatisasi ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini bermaksud untuk
membandingkan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Permasalahan yang
dibahas yaitu bagaimana hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi
menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001?
serta apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak
pengelolaan minyak dan gas bumi?

Metode yang digunakan adalah library research yang bersifat deskriptif-
komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Analisis yang
digunakan pada penelitian ini adalah analisis deduktif dan komparatif. Analisis
deduktif dimulai dari menganalisis dengan menampilkan teks-teks hukum yang
bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode
analisis komparatif adalah cara menganalisis dengan membandingkan dua
pendapat untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya.
Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan
antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek
kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan milik
rakyat atau bangsa Indonesia. Perbedaan antara kedua hukum adalah bahwa dalam
hukum Islam, tambang yang termasuk milik umum adalah tambang yang
memiliki stok banyak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan
bahwa tambang yang dimaksud adalah mencakup seluruh tambang minyak dan
gas bumi yang berada di wilayah negara Indonesia. Kemudian hukum Islam
melarang privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Hanya negara sebagai
wakil rakyat yang berhak mengelola tambang tersebut melalui perusahaan milik
negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berpandangan berbeda yang
justru membolehkan perusahaan swasta mengelola tambang minyak dan gas bumi.

Kata kunci: privatisasi minyak dan gas bumi, hukum Islam, hukum positif
Indonesia.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini tansliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara

garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta’ t te
& Sa § es (dengan titik di atas)
d Jim j je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha
: Dal d de
3 Zal z zet (dengan titik di atas)
2 Ra’ r er
J Zai z zet
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o Sin S es

o Syin sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik di bawah)
ua Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta’ t te (dengan titik di bawah)
& zZa’ z zet(dengan titik di bawah)
d ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

¢ Gain g ge

. Fa’ £ of

d Qaf q qi

4 Kaf k ka

d Lam 1 el

¢ Mim m em

< Nun n en

? Wawu W W

’ Ha’ h ha

g Hamzah ' apostrof

¢ Ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
Badia ditulis muta'addidah
S ditulis iddaly




C. Ta’ Marbutah di Ahkir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

-

LN ditulis hikmah

e ditulis illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

el g¥1 da) S ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila Ta’ Marbutah hidup dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

kil 318 ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

- Fathah ditulis a
Jad ditulis fa’ala
- Kasrah ditulis i
A ditulis zukira

Dammah ditulis u
S




Ry ditulis yazhabu

E. Vokal Panjang

1 Fathah + alif ditulis a
iala ditulis Jjahiliyyah

2 Fathah + Ya’ mati ditulis a
(el ditulis tansa

3 Kasrah + Ya’ mati ditulis 7
pas ditulis karim

4 | Dammah + Wawu mati ditulis i
st ditulis furud

F. Vokal Rangkap

1 Fathah + Ya’ mati ditulis ai
asiy ditulis bainakum

2 Fathah + Wawu mati ditulis au
Jéé ditulis qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

aifi ditulis a’antum

Xi




8 ol

ditulis

la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!, namun

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandan yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya.

AN

okl

-

ditulis

ditulis

al-Qur’an

al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan, dengan menghilangkan huruf |

(el) nya.
slawd) ditulis as-Sama’
gWA| ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.
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w2y Al 5 ditulis Zawi al-Furud

Al Jal ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama dari diri

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

VAN 48 I35 A Gl g

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum sumber daya alam diklasifikasikan atas sumber daya alam
yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber
daya alam yang dapat diperbarui atau disebut juga sebagai flow, yakni sumber
daya yang supply-nya dapat mengalami regenerasi secara terus menerus baik
secara biologi maupun bukan melalui proses biologi, seperti ikan, hutan, air dan
lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat
exhaustible seperti logam, minyak bumi, mineral dan gas adalah sumber daya
dengan supply terbatas." Minyak dan gas bumi sebagai bagian dari sumber daya
alam, merupakan salah satu aset kekayaan alam yang tersedia melimpah di negara
Indonesia. Menurut data, Indonesia menempati urutan ke-5 penghasil minyak

bumi terbesar pada tahun 2015.2

Pengelolaan minyak dan gas bumi memerlukan sebuah peraturan khusus
yang menjelaskan berbagai perihal tentang penanganan aset kekayaan alam
tersebut, di antaranya adalah menyangkut masalah kepemilikan dan aturan tentang

pengelolaannya. Bagaimanapun juga, minyak dan gas bumi merupakan

! Maria Sw. Sumardjono dkk., Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang
Tersurat dan Tersirat, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), him. 20.

*https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267?,
akses 5 Mei 2018.


https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267

salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk menunjang kehidupan
orang banyak. Peraturan dan kebijakan pemerintah akan menentukan apakah
kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi yang melimpah tersebut akan

bermanfaat secara optimal atau justru menimbulkan persoalan.

Masalah kepemilikan minyak dan gas bumi telah diatur di dalam peraturan
perundang-undangan. Bahwasanya minyak dan gas bumi sebagai bagian dari
kekayaan alam merupakan milik bangsa Indonesia, sebagaimana yang disebutkan
di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.®

Permasalahannya tidak hanya menyangkut pada aspek kepemilikan saja, di
sisi lain ada aspek pengelolaan. Sebuah aset kekayaan yang dimiliki namun tidak
dikelola dengan baik adalah suatu hal yang sia-sia. Sehingga aspek pengelolaan
juga harus diperhatikan. Dalam konsep Islam, sumber daya alam termasuk ke
dalam kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin asy-Syari' kepada
suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang.
Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-
benda yang telah dinyatakan oleh asy-Syari’ memang diperuntukkan bagi suatu

komunitas masyarakat, karena mereka masing-masing saling membutuhkan, dan

% Pasal 33 ayat (3).



benda tersebut tidak boleh dikuasai hanya oleh seorang saja.* Rasulullah saw.

bersabda.
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Adapun hak pengelolaan harta kepemilikan umum merupakan tugas dan tanggung
jawab negara dan tidak boleh diserahkan kepada individu. Dalam sebuah hadis

Nabi saw. pernah melarang seseorang untuk mengelola tambang garam.
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Pengaharaman tersebut bukan karena zatnya semata, akan tetapi ada suatu sifat
yang kemudian ditarik menjadi 7//ah hukum.Berdasarkan hadis tersebut, diketahui
bahwa Rasulullah saw. telah melarang seseorang untuk memiliki tambang garam
karena memiliki sifat tak terbatas. Dengan kata lain bahwa Setiap barang tambang
yang sifatnya tak terbatas adalah milik umum. Sifat tak terbatas (depositnya
banyak) tersebut merupakan ‘i//ah hukum, dan diumpamakan seperti “air yang
mengalir” (al-ma’a al-'idda). Hukum ini berlaku baik tambang yang diperoleh
dengan tanpa harus bersusah payah serta bisa dimanfaatkan secara langsung

seperti garam, batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam

* Tagiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa Redaksi al-Azhar Press, cet.
ke-2 (Bogor: Al Azhar Press, 2010), him. 300

*Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistaniy al-Azdiy,Sunan Abi Dawud,
(ttp.:Daru al-Fikri, t.t.), 1I: 278, Hadis nomor 3477, “Kitab al-Buyu’”, “Bab Fi Man‘i al-Ma'i”.

®Abu‘Tsa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah at-Tirmizi, A/-Jami' as-Sahih Wa Huwa Sunan
at-Tirmizi, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), II: 365, Hadis nomor 1380, “Kitab al-
Ahkam ‘an Rasulillah”, “Bab Ma Ja'a Fi al-Qatai‘i”.



perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, seperti

minyak bumi, tambang emas, perak, timah dan sejenisnya.

Namun dalam praktiknya, pertambangan minyak dan gas bumi di
Indonesia tidak dikelola oleh negara semata. Data menunjukkan bahwasanya
pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia didominasi oleh perusahaan
swasta. Dengan kata lain, pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi tidak
dilakukan oleh pemerintah secara mandiri, melainkan ikut melibatkan peran dari
luar pemerintah, seperi badan usaha swasta. Inilah yang kemudian disebut dengan
privatisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas
bumi. Hal ini merupakan sesuatu yang dilegalkan oleh peraturan perundang-
undangan. Adapun peraturan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam undang-
undang tersebut telah dipaparkan mengenai peraturan pengelolaan minyak dan gas
bumi yang mana secara implisit telah membuka pintu privatisasi terhadap
pengelolaan perminyakan di Indonesia. Hal tersebut disebutkan disebutkan secara

jelas di dalam salah satu pasalnya yang berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

a. badan usaha milik negara;

b. badan usaha milik daerah;

c. koperasi; usaha kecil;

d. badan usaha swasta.’

Privatisasi ini telah mengakibatkan beberapa permasalahan. Negara

mengalami penurunan produksi minyak bumi. Hal ini dapat dipahami bahwa

" Pasal 9 ayat (1).



sebagian besar kilang minyak dikuasai oleh swasta. Kontrak karya cenderung
menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah. Sehingga bagi hasil atas
sumber daya alam tersebut sebagian besar lari ke negara atau korporasi asing.
Sementara itu, investasi asing pertambangan minyak di Indonesia selalu
mewartakan berita yang sama, yaitu masyarakat sekitar dibiarkan hidup melarat
dan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan pun tidak dapat dihindari.
Pada sisi lain ada kemungkinan wewenang yang dimiliki oleh pihak asing sebagai

eksplorator membuka peluang manipulasi terhadap jumlah pruduksi minyak.®

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun bermaksud melakukan
penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini dengan membandingkan konsep
hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi, guna
memaparkan permasalahan yang ada agar lebih jelas, dan memberikan sebuah

solusi atau saran atas permasalahan hukum di Indonesia.
B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat diambil suatu pokok masalah

dari penulisan ini untuk dijadikan fokus pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi
menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 20017

8 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, cet. ke-2
(YYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), him. 209.



2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan
gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan

dari kepenulisan ini yaitu:

1. Mendeskripsikan hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi
menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001.

2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Islam
dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam dalam aspek
kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan
gas bumi.

Adapun kegunaan dalam kepenulisan ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi
pemikiran bagi masyarakat Indonesia tentang masalah privatisasi pada
pengelolaan minyak dan gas bumi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharap dapat menjadi referensi dan
bahan acuan bagi siapa pun yang ingin melakukan penelitian lebih

lanjut terkait masalah ini.



D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa penelitian ilmiah yang
memiliki beberapa pembahasan yang sama dalam masalah privatisasi pengelolaan
minyak dan gas bumi. Penelitian tersebut di antaranya berupa buku, penelitian
skripsi, penelitian tesis, jurnal dan artikel. Beberapa referensi tersebut di antaranya

sebagai berikut:

Terdapat skripsi dengan judul “Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Indonesia Undang-undang No. 7 Tahun 2004 yang disusun
oleh Achmad Usman.? Skripsi ini menelaah privatisasi yang terjadi pada
pengelolaan air di Indonesia. Penyusun berusaha membuka kembali keasadaran
umum terhadap kepedulian pengelolaan air yang merupakan elemen penting dan
salah satu penyokong kehidupan manusia. Disebutkan bahwa telah banyak berdiri
perusahaan swasta yang menguasai sumber daya air di Indonesia. Hal ini
menyebabkan masalah distribusi air dan menimbulkan konflik dengan masyarakat

yang sangat membutuhkan air.

Sebuah skripsi berjudul “Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum
Islam” disusun oleh Agus Salim.' Privatisasi yang diangkat dalam penelitian ini
yaitu dalam bentuk penjualan sebagian atau semua saham suatu badan usaha milik

negara kepada pihak swasta baik domestik maupun asing. Penyusun

9Achmad Usman, “Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia:
Undang-undang No. 7 Tahun 2004,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2008).

0 Agus Salim, “Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005).



memfokuskan pada kebijakan pemerintah terkait privatisasi BUMN dan metode

yang dilakukan dalam melakukan privatisasi BUMN.

Sebuah skripsi berjudul “Hak Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia:
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam” disusun oleh Lutsfi Siswanto.™
Penelitian ini menjelaskan fakta tentang pengelolaan hutan lindung yang terjadi di
lapangan yang kemudian dikembalikan kepada peraturan dan kebijakan
pemerintah yang menjadi landasan hukumnya. Penelitian ini mengungkap
kelemahan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lindung yang
dianggap kurang merepresentasikan semangat dan nilai-nilai dasar pada Undang-
Undang 1945. Kemudian dilakukan analisis dengan mengambil sudut pandang

hukum Islam.

Sebuah skripsi berjudul “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang Minerba” disusun oleh Anwar Habibi Siregar.
Penelitian ini mengangkat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengatur pengelolaan barang

tambang yang di antaranya menerbitkan izin usaha pertambangan. Kemudian

dikomparasikan dengan konsep hukum Islam.

" Lutsfi Siswanto, “Hak Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia: Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2009).

Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan
Undang-Undang Minerba,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2013).



Sebuah Tesis dengan judul “Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya
Alam Dalam Perspektif Islam” yang disusun oleh Surahman.'* Penelitian ini
mengkaji kebijakan privatisasi yang terjadi pada sumber daya alam di Indonesia
secara umum dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Pembahasan
penelitian tersebut meliputi deskripsi terhadap konsep privatisasi, dampak yang
ditimbulkan oleh privatisasi dan pendapat hukum Islam tentang privatisasi sumber

daya alam.

Terdapat sebuah buku berjudul “Privatisasi Ketenagalisrikan, Minyak dan
Gas Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Politik
Pemerintahan, dan Penerapannya di Indonesia” yang ditulis oleh Winarno Yudho
dan kawan-kawan.'* Buku ini membahas terkait permasalahan privatisasi yang
menjadi tren di dunia dan khususnya di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan
pada privatisasi yang tejadi pada ketenagalistrikan dan minyak dan gas bumi.
Konsep privatisasi dijelaskan secara deskriptif maupun historis. Peraturan
perundang-undangan merupakan suatu instrumen yang melegalkan privatisasi tak
lepas dari peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan memiliki otoritas
untuk melegislasi undang-undang berdasarkan pemikiran yang dianut. Sehingga
dalam kasus ini model pemikiran ekonomi pemerintah dianggap sangat

mempengaruhi kebijakan yang ada yang justru melegalkan privatisasi.

3 Surahman, “Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif
Islam,” Tesis Program Pascasarjana UIN Aluddin Makassar (2012).

¥ Winarno Yudho dkk., Privatisasi Ketenagalisrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Politik Pemerintahan, dan Praktiknya di
Indonesia, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005).
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Artikel berjudul “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di
Indonesia” ditulis oleh Indah Dwi Qurbani.®® Tulisan tersebut meneliti
perkembangan hukum dalam pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi di
Indonesia. Penyusun memandang bahwa terjadi pergeseran konsep penguasaan
dan pengusahaan energi. Kekuasaan atas energi dan sumber daya alam Kini
ditafsirkan berdasarkan suatu politik hukum tertentu yang dianut oleh rezim yang
berkuasa. Perkembangan hukum dewasa ini menunjukkan sebuah kekaburan pada
makna kekuasaan dimana telah menyimpang dari batasan yang telah ditentukan di
dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyusun berkesimpulan
perlu dilakukan reinterpreasi terhadap makna kepemilikan energi.

Terdapat sebuah artikel yang berasal dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia dengan judul “Sistemiknya Privatisasi di Indonesia
dan Perspektif Menurut Islam” yang ditulis oleh M. Syafi’ie.® Tulisan ini
menjelaskan privatisasi sebagai sebuh tren yang sedang terjadi di banyak negara.
Tulisan ini menguraikan tentang pengertian privatisasi, relasi privatisasi dengan
sistem ekonomi politik neoliberalisme, pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia serta dampak-dampak sosial di dalamnya saat ini. Kemudian
mengelaborasikan konsepsi Islam tentang pengelolaan sumber daya dan

bagaimana hak masyarakat terhadap sumber daya alam tersebut.

1> Indah Dwi Qurbani, “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,”
Arena Hukum, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2012).

' M. Syafi’i, “Sistemiknya Privatisasi di Indonesia dan Perspektif Menurut Islam”
Artikel, https://pusham.uii.ac.id/files.php?type=art&lang=id&id=168, akses 28 Oktober 2018.
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Sebuah artikel berjudul “Pengelolaan Sumber Daya Migas Menurut
Islam”, ditulis oleh Lilik Rahmawati.'” Tulisan ini mengulas tentang privatisasi
minyak dan gas bumi di Indonesia dengan melihat sudut pandang dari konsep
Islam. Penulis lebih menyoroti sebuah tren liberalisasi yang terkandung dalam
peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan dibahas
di dalam tulisan ini di antaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri. Berbagai dampak negatif terhadap
permasalahan dibahas secara cukup panjang lebar seperti permasalahan distribusi,

ketimpangan sosial dan ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Sebuah skripsi berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan
Umum dalam Islam” disusun oleh Miftahul Jannah.'® Skripsi tersebut
menganalisis Undang-Nomor 22 tahun 2001 dengan mengambil sudut pandang
hukum Islam. Persoalan pengelolaan minyak dan gas bumi dianalisis dengan
melihat dari beberapa aspek. Namun pembahasan tidak menyentuh persoalan

privatisasi secara mendalam.

Setelah menelaah beberapa referensi yang penyusun temukan sebelumnya,

didapatkan suatu gambaran umum mengenai privatisasi pengelolaan minyak dan

Y Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Menurut Islam,” Jurnal Al-
Qanun, Vol. 17, No. 1, (Juni 2014).

18 Miftahul Jannah, “Analisis Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam,” Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).
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gas bumi. Beberapa di antaranya mengangkat persoalan privatisasi hamun pada
aspek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang menggunakan sudut pandang
hukum Islam saja dan ada juga yang hanya mengambil sudut hukum positif.
Namun penyusun belum menemukan penelitian yang membahas secara terperinci
mengenai privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi yang diambil dari sudut

pandang hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
E. Kerangka Teoritik

Sistem kepemilikan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi setiap
individu, suatu masyarakat dan negara. Batas-batas kepemilikan yang berkaitan
dengan jumlah, pemanfaatan maupun kebebasan dalam pemanfaatan sangat
dipengaruhi oleh ajaran mendasar baik melalui ajaran agama maupun suatu paham

ideologi.™

Ideologi kapitalis yang berbasis pada kebebasan individual membentuk
karakteristik dalam pola perekonomian yang cenderung bebas. Individu memiliki
keleluasan untuk memiliki aset (kekayaan) dan faktor produksi.?® John Lock
adalah tokoh pertama kali merumuskan liberalisme dalam hak milik. Dalam
pandangannya, hak milik menjadi sangat luas dan tidak terbatas jika memiliki
sejumlah uang yang dapat membeli kepemilikan lain sepanjang tidak merugikan
orang lain. Tokoh lain yaitu Adam Smith juga sepemikiran dalam hal pentingnya

hak milik pribadi, namun Smith memandang lebih jauh terhadap sifat ekslusif

19 Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama
dalam Aktivitas Ekonomi, (ttp.: Cakrawala, 2007), him. 73.

% Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, (Jakarta: Universita Terbuka, 2008), him. 1.7.
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(sempurna) terhadap hak milik.?* Sistem ekonomi liberal ini sangat
mengagungkan hak milik pribadi dan menolak segala bentuk campur tangan
negara.??> Adapun peran negara dalam sistem ini tidak lebih hanya sebagai

fasilitator kegiatan ekonomi.?®

Sementara itu sistem ekonomi sosialis, justru merupakan kebalikan dari
ekonomi kapitalis. Salah satu tokohnya yaitu Karl Marx, menolak kepemilikan
pribadi sebagaimana ditegaskan dalam Manifesto Partai komunis dengan
ungkapan bahwa teori mendasar Partai komunis dapat dirumuskan dengan satu
kalimat yaitu penghapusan hak milik. Secara khusus, dalam perekonomian
kepemilikan yang dihapus adalah kepemilikan terhadap kapital (modal) yang
merupakan sarana produksi, karena kapital merupakan social power dan bukanlah
milik personal.** Sehingga kepemilikan aset dan faktor produksi berada pada
institusi negara.”® Rousseau mengajukan pendapat bahwa hak milik perorangan
merupakan perampokan dan dalam tata kehidupan ilmiah hal semacam itu tidak
dikenal.?® Negara sangat berkuasa dalam kepemilikan bersama semua faktor

produksi.

2! Syafig M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama
dalam Aktivitas Ekonomi, him. 82.

% Ibid., him. 94
23 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, him. 25.

2 Dikutip dalam Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi
Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi, him.84.

% Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, him. 1.7.

Bbid., him. 4.8.
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Dari pemaparan tersebut dipahami bahwa kebijakan terkait sistem
kepemilikan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang
diterapkan. Sistem ekonomi liberal memberi kebebasan kepada individu untuk
memiliki dan mengumpulkan kekayaan sebanyak yang ia mampu. Kekayaan
disini termasuk juga berupa aset sumber daya alam. Sedangkan sistem ekonomi
sosialis membatasi kepemilikan individu pada barang-barang tertentu saja.
Bahkan secara teori telah dijelaskan bagaimana negara tidak mengakui
kepemilikan individu, artinya negara menguasai seluruh aset kekayaan. Maka

tambang minyak dan gas bumi tidak boleh dikuasai oleh individu.

Adapun Islam memiliki konsep yang berbeda dalam masalah ini. Hak
milik dalam Islam selalu dihubungkan dengan keberadaan manusia sebagai
Khalifah di bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi sebagai manifestasi
pertanggungjawabannya.”” Dalam konsep Islam, pada dasarnya seluruh kekayaan
alam termasuk bumi dan alam semesta adalah merupakan milik Allah swt. karena
Dia-lah yang menciptakan, memiliki sekaligus mengatur alam semesta ini.?® Hal

ini sebagaimana tertuang di dalam al-Qur’an,

29y i U8 o g o ol La (B1AG 4 Lag La g 2 ) 9 < slandd) dlle b g

%7 Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama
dalam Aktivitas Ekonomi, him. 74.

28 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar,
cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), him. 40.

»Al-Ma’idah (5): 17.
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Adapun manusia diberi kuasa untuk memiliki dan memanfaatkan harta
tersebut sebagai khalifah di muka bumi. Kekuasaan manusia tersebut hanyalah
bersifat titipan yang harus digunakan sesuai syariah Islam. Sistem ekonomi Islam
memiliki konsep yang berbeda dengan sistem ekonomi liberalisme dan sosialisme.
Islam memberikan hak kepada individu untuk memiliki harta dengan cara
tertentu. Di sisi lain ada harta yang tidak boleh dimiliki oleh individu, namun
dimiliki secara bersama (kolektif). Dalam suatu hadis Nabi Muhammad saw.

menjelaskan tentang kepemilikan umum.

s OB 08 dau 08 P A i (o s 08 Ole G Jaoa LDAT sl sl o o Laa
Jau e, o Bl g (wiad o Whaa clafie ¢ s Whas i g O o Waa ddee Wiaa
o S 0 galnal) 1 gk Arand UDE 88 Ll pa i 108 8 Ll Gilaal e Galgal) o

30 il g plall g MSH A e
Sehingga Islam membagi kepemilikan berdasarkan subyek pemiliknya menjadi
tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.®*
Berdasarkan tiga kategori tersebut, tambang minyak dan gas bumi termasuk

dalam kepemilikan umum yang merupakan milik publik.

Kepemilikan umum adalah izin asy-Syari’ kepada suatu komunitas
masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda
yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah

memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat, karena mereka masing-

%Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajistaniy al-Azdiy,Sunan Abi Dawud, (ttp.:
Daru al-Fikri, t.t.), I1l: 278, Hadis nomor 3477, “Kitab al-Buyu‘”, “Bab Fi Man‘i al-Ma'i”.

31 M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar
Press, 2011), him. 125.
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masing saling membutuhkan, dan benda tersebut tidak boleh dikuasai hanya oleh

seorang saja.*? Benda-benda ini ada tiga macam:

1. Fasilitas umum
Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia
secara umum. Jika barang tersebut tidak ada di tengah masyarakat akan
menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam
mendapatkannya.

2. Barang tambang yang tidak terbatas
Barang tambang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang jumlahnya terbatas
dan yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya
dapat dimiliki oleh individu, dan terhitung sebagai rikaz. Adapun bahan
tambang yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum dan tidak boleh
dimiliki secara pribadi. Dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang menjelaskan
tentang pelarangan individu untuk menguasai kepemilikan umum.
) G daldl el Aas bl Gl g g G a8 aSiaa ram o Al B JB
achatd elal) dsdaficald 2 ) Jguuy () B9 A dlas G panl o8, e (8 b (oo OB
4s 38 ;8 aal) plal) Al condad Lad) Al ki La (o0 Cudanal) (e Jay JE g of Lalh Al

38 4ie
3. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya

oleh individu secara perorangan

%2 Tagiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, him. 300.

% Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah at-Tirmizi, A/-Jami* as-Sahih Wa Huwa Sunan
at-Tirmizi, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), II: 365, Hadis nomor 1380, “Kitab al-
Ahkam ‘an Rasulillah”, “Bab Ma Ja'a Fial-Qatai‘i”.
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Meski benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, dari segi
sifatnya benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok pertama sehingga

benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu.

Peranan negara dalam menata dan mengatur seluruh kehidupan negara
sangat tergantung dari sistem yang dianut oleh negara bersangkutan. Pengaturan
di sini mencakup pula pengelolaan sumber daya alam. Sistem yang dianut oleh
negara akan menjadi pijakan dasar tentang seberapa jauh peran negara dalam

mengatur aktivitas ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalisme yang menekankan pada kebebasan individu
tidak banyak memberikan fungsi yang lebih terhadap negara. Negara individu
peluang sebesar-besarnya untuk beraktivitas ekonomi. Sehingga muncul sebuah
slogan laissez faire yang bermakna menolak segala bentuk campur tangan
pemerintah atau negara dalam bidang ekonomi dengan memberikan kebebasan
sebesar-besarnya kepada individu.** Ekonomi yang beraliran kapitalis sangat
menekankan pada sistem pasar bebas, mengutamakan kebebasan individu untuk
melakukan usaha dan meminimalisir peran pemerintah. Peranan pemerintah
sangat terbatas, yaitu pada pengawasan pada mekanisme yang terganggu dan

menimbulkan persaingan tidak sehat.*

Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis sangat menekankan peranan negara

yang sangat dominan pada hampir seluruh sektor ekonomi. Sistem ini tidak begitu

% Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama
dalam Aktivitas Ekonomi, him. 57.

*1bid., him. 6.
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mengenal adanya pengakuan hak milik pribadi dan kreatifitas seseorang.>® Peran
negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan partai politik yang bersifat tunggal.
Partai tunggal yang berkuasa tersebut menjalankan seluruh aktivitas negara
termasuk sektor ekonomi yang bersifat sangat sentralisrik. Sehingga pengelolaan

sumber daya alam berada di tangan negara.

Sementara itu kebijakan Nabi saw. dan para penerusnya dalam bidang
ekonomi menunjukkan bahwa negara dan pemerintahan sangat erat hubungannya
dengan bidang ekonomi.*” Kebijakan yang dilakukan Nabi saw. tentang
kepemilikan bersama pada sumber yang dibutuhkan orang banyak (kepemilikan
umum) menunjukkan pelarangan untuk memonopoli yang bersifat ekonomi
terhadap sumber kekayaan alam yang sangat dibutuhkan orang banyak. Hak
pengelolaan kepemilikan umum ada pada masyarakat secara umum yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh negara, karena negara merupakan wakil wakyat.
Negara wajib mengelola harta milik umum tersebut secara profesional dan efisien.

Jelas sekali bahwa Islam menolak privatisasi pengelolaan sumber daya alam.

Telaah terhadap kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan adanya unsur-
unsur sistem kapitalis maupun sosialis. Dalam hal tertentu, mekanisme pasar
dapat berjalan dengan bebas dan masalah-masalah pokok perekonomian

dipecahkan melalui mekanisme pasar. Namun demikian, pemerintah masih dapat

*bid., him. 51.

¥1bid., him. 54.
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mengendalikan mekanisme pasar tersebut manakala hal itu dapat merugikan

kepentingan rakyat, atau kepentingan nasional.*®

Akan tetapi dalam penerapannya, sistem ekonomi Indonesia mengalami
beberapa kali perubahan bentuk. Orde lama memiliki kecenderungan ke arah
sosialisme walaupun dengan bentuk yang berbeda, sedangkan orde baru justru
lebih berpihak kepada swasta.>® Terlepas dari itu, para pemikir sepakat bahwa
Sistem Ekonomi Indonesia berbeda dengan sistem kapitalisme dan marxisme

(sosialisme).

Esensi sistem ekonomi Indonesia tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945.%
Dari sini kemudian muncul sebuah gagasan tentang ekonomi Pancasila. Sistem ini
dianggap sebagai sistem ekonomi khas Indonesia, yang digali dan dikembangkan
berdasarkan kehidupan ekonomi riil rakyat Indonesia. Konsep ini berpijak pada
kombinasi antara gagasan-gagasan normatif dan fakta-fakta empirik dalam wujud
sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal (ekonomi)
UUD 1945 (asli), yaitu Pasal 27 (ayat 2), 31, 33, dan 34.*! Berdasarkan konsep ini
kepemilikan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini dapat dipahami bahwa penguasaan swasta

% Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, him. 2.14.

% Munawar Ismail dkk., Sistem Ekonomi Pancasila: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945,
(Jakarta: Erlangga, 2014), him. 36.

“0'1bid., him. 14.

*! Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi, him. 6.20.
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terhadap sumber daya alam adalah suatu hal yang bertentangan dengan sistem
ekonomi Indonesia. Singkatnya, Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar bagi
konsep pengaturan kepemilikan sumber daya alam di Indonesia. Dalam pasal
tersebut secara jelas disebutkan bahwa kekayaan alam di Indonesia merupakan
milik bangsa Indonesia. Minyak dan gas bumi sebagai bagian dari kekayaan alam

harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Konsep privatisasi terlepas dari pro dan kontranya, dianggap tidak
berlandaskan pada kaidah dasar konsep kepemilikan kekaayaan alam yang diatur
di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Privatisasi adalah segala aktivitas
pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan peranan swasta dalam
perekonomian. Hal ini meliputi kebijakan tentang liberalisasi ekonomi dan
perbaikan fungsi institusi swasta serta pasar dalam perekonomian.** Dalam
pengertian sempit, privatisasi sering dianggap sebagai penjualan aset (perusahaan)
negara kepada swasta. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, privatisasi
dimaknai sebagai pemindahan pengelolaan (manajemen) perusahaan publik

kepada swasta tanpa harus terjadi penjualan kepemilikan.*®

Berdasarkan faktanya, konsep privatisasi selain bertentangan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu

distribusi yang merata. Tujuan umum pengelolaan sumber daya alam adalah

*2 Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta : Bumi Aksara,
2005) him. 269.

* Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, him.
186.
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mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini merupakan tujuan hukum

Islam sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an.
44 cpalall das ) ¥ UL i Lag

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Rasulullah saw. diutus dengan membawa
ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Hanya saja orang
kafir tidak mau memanfaatkannya dan berpaling darinya akibat tabiatnya yang
telah rusak, tidak menerima rahmat ini dan tidak mensyukuri nikmat ini, sehingga
dia tidak merasakan kebahagiaan dalam urusan agama maupun dalam urusan

dunia.®®

Menurut Izzuddin bin Abdi as-Salam, semua aturan syari’ah itu membawa
maslahah, adakalanya menghilangkan mafsadah (kerusakan) dan adakalanya
mendatangkan mas/ahah (kebaikan). Maslahah menurut Sa’id Ramadhan al-Buthi
adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana untuk
kepentingan hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa,
akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tetentu yang terdapat

di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Dalam salah satu unsur maslahah yang dijaga oleh Islam adalah masalah

kepemilikan harta (A4ifzu al-mal). 1slam menjaga hak setiap orang dalam memiliki

*Al-Anbiya’ (21): 107.

** Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, alih bahasa Hery
Noer Aly dkk., (Semarang: Toha Putra, 1987), XVII: 127.

*® Abdul Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta : Amzah, 2011), him. 307.
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harta dengan ketentuan syari’ah Islam. Maksudnya adalah agar setiap orang dapat
menikmati apa yang menjadi haknya. Privatisasi menciptakan suatu monopoli
individu terhadap kepemilikan umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip
ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan distribusi secara merata. Hal ini

disebutkan di dalam al-Qur’an.
T aSia e LEY) o Alga 158 Y (S,

Ayat tersebut berkenaan dengan ketentuan pembagian harta fa’i yang
diperuntukkan bagi Allah, rasul-Nya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, dan ibnu as-sabil. Alasan dari pembagian tersebut adalah supaya
orang-orang yang kaya tidak mengambil dan tidak mengedarkan di antara mereka,
hingga akan semakin kaya sebagaimana kebiasaan seperti itu terjadi pada masa
jahiliyyah. Orang-orang fakir justru tidak mendapatkan sedikitpun dari harta

tersebut.*®

Peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan sangat penting untuk
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat. Sehingga Islam telah
mewajibkan para penguasa untuk senantiasa berlaku adil dan memperhatikan

kemaslahatan rakyatnya. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah fikih.

%9 Falaally J gia Ao 1) o alaY) Gy

* Al-Hasyr (59): 7.

*® Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, alih bahasa Hery
Noer Aly dkk., (Semarang: Toha Putra, 1987), XXVIII: 64.

* Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, A/-Asybah Wa An-Naza'ir Fi Qawa’idi Wa Furu’i
Fighi Asy-Syati’iyyah, (Bairut: Mu’assasah Al-Kutubi As-Saqafiyyah, 1994), him. 158.
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Kaidah ini mengaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada
kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan

keluarga atau kelompoknya.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research).™
Penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan
persoalan penelitian, yaitu privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi,

dan ekonomi Islam.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan
mendeskripsikan suatu seperti apa adanya secara mendalam (tanpa
melakukan pengaturan atau rekayasa pada objek penelitian) dan
membandingakan antara dua hal untuk mengetahui perbedaannya.>
Adapun yang menjadi objek pembahasan penelitian ini adalah persoalan
privatisasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif
hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi.

%A, Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Yang Praktis, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), him. 148.

5! Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2004), him. 11.

°2 M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, cet. ke-2
(Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014), him. 365.
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3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai referensi yang relevan
dengan persoalan privatisasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Bahan tersebut dibagi menjadi dua bagian, di antaranya:

a. Bahan Primer

Penelitian ini merujuk kepada dalil-dalil syar’i baik dari Al-
Qur’an maupun hadis sebagai bahan primer untuk menjelaskan
pandangan hukum Islam. Adapun peraturan perudang-undangan yang
dijadikan bahan primer adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder diambil dari berbagai karya tulis berupa buku,
jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, internet dan penulisan
lainnya yang masih berkaitan dengan persoalan privatisasi pengelolaan

minyak dan gas bumi.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif dan
komparatif. Proses berpikir deduktif menggunakan pola berpikir yang

disusun dari premis mayor dan premis minor serta sebuah kesimpulan
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(silogismus) yang ditarik dari kedua premis tersebut.®> Metode analisis
deduktif dimulai dari menganalisis dengan menampilkan teks-teks hukum
yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat
khusus. Metode ini digunakan untuk membahas mengenai hukum
privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi menurut pandangan hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Adapun metode
analisis komparatif adalah cara menganalisis dengan membandingkan dua
pendapat untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya.
Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan
pandangan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan

minyak dan gas bumi.
5. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian
normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah
bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai
asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).>* Secara lebih rinci penelitian
ini menggunakan pendekatan ushul figih dan perundang-undangan.

Pendekatan ushul figih yaitu dengan menjelaskan tentang hukum yang

%% Sri Kumalaningsih, Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan,
(Malang: Universitas Brawijaya (UB) Press, 2012), him. 12.

 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). him. 34.
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berkaitan dengan persoalan privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi
melalui proses istinbat dari dalil-dalil syar’i berdasarkan kaidah-kaidah
tertentu. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek
penelitian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan memberikan gambaran umum terhadap
penelitian ini yang terdiri dari lima bab. Kelima bab tersebut memuat gambaran

yang akan menjelaskan arah suatu penelitian.

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang
latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka
terhadap penelitian sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum dalam penyusunan

penelitian.

Bab dua merupakan penjelasan secara umum mengenai konsep privatisasi
pengelolaan minyak dan gas bumi. Penjelasan tersebut meliputi pengertian
privatisasi, maksud dan tujuan privatisasi, sejarah umum privatisasi, praktik
privatisasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, persoalan yang
diakibatkan oleh privatisasi dan latar belakang pembentukan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001.
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Bab tiga merupakan penjelasan tentang pandangan Islam dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas
bumi. Penjelasan dimulai dari sistem kepemilikan sumber daya alam yang dianut
olen hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kemudian
dilanjutkan dengan pandangan keduanya terhadap privatisasi pengelolaan minyak

dan gas bumi.

Bab empat merupakan bagian analisis perbandingan antara hukum Islam
dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam persoalan privatisasi
pengelolaan minyak dan gas bumi. Dari perbandingan tersebut kemudian
diidentifikasi persamaan dan perbedaan dari kedua sudut pandang tersebut
terhadap persoalan privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Adapun aspek
yang dilihat meliputi: status kepemilikan minyak dan gas bumi; dan hak

pengelolaan minyak dan gas bumi.

Bab lima merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan. Kemudian
diakhiri dengan saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran terhadap persoalan

yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Privatisasi yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah privatisasi
dalam arti pengelolaan minyak dan gas bumi oleh perusahaan swasta. Hukum
Islam tidak mengendaki privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Minyak
dan gas bumi merupakan kekayaan milik umum, sehingga hanya Negara yang
boleh mengelolanya untuk kemakmuran rakyat. Adanya hak pengelolaan
hutan atau pengelolaan tambang adalah hal yang dilarang. Adapun Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak melarang privatisasi pengelolaan minyak
dan gas bumi. Perusahaan swasta diberi peluang untuk ikut serta dalam

kegiatan produksi migas.

Dalam aspek kepemilikan, Hukum Islam menetapkan bahwa minyak
dan gas bumi sebagai kekayaan alam termasuk ke dalam kepemilikan umum.
Artinya minyak dan gas bumi merupakan milik rakyat atau bangsa Indonesia.
Setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan alam tersebut.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah
mengatur tentang kepemilikan minyak dan gas bumi bahwa pemilik atas
kekayaan alam tersebut adalah bangsa Indonesia. Sementara itu hak

penguasaan terhadap sumber daya migas diberikan kepada negara.

96
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Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memiliki
pandangan yang sama terhadap kepemilikan minyak dan gas bumi.
Bahwasanya sebagai sumber daya alam, minyak dan gas bumi merupakan
milik rakyat atau bangsa Indonesia. Persamaan lainnya yaitu pada aspek
tujuan dari pengelolaan minyak dan gas bumi. Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa tujuan dari pengelolaan
minyak dan gas bumi adalah agar setiap orang dapat mengambil manfaat dari
harta tersebut. Dalam hal ini maka rakyat Indonesia secara bersama-sama
merupakan pemilik sekaligus berhak untuk mendapatkan manfaat sebesar-

besarnya dari kekayaan minyak dan gas bumi.

Adapun perbedaan yang ditemukan terletak pada sifat atau cakupan
yang dimaksud dengan barang tambang yang merupakan milik umum.
Pengertian barang tambang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
adalah mencakup seluruh kekayaan berupa tambang minyak dan gas bumi
yang berada di wilayah negara Indonesia. Dalam hukum Islam, tambang yang
termasuk milik umum adalah tambang yang tidak terbatas jumlahnya atau
memiliki stok banyak. Adapun bahan tambang yang terbatas jumlahnya atau

stoknya sedikit dapat dimiliki oleh individu dan terhitung sebagai rikaz.

Dalam aspek hak pengelolaan minyak dan gas bumi, hukum Islam
menetapkan bahwa hak pengelolaan minyak dan gas bumi ada pada
masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara,
karena negara merupakan wakil rakyat. Negara wajib mengelola harta milik

umum tersebut secara profesional dan efisien melalui industri publik atau
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semacam badan usaha milik negara. Negara tidak boleh menyerahkan
pengelolaan tersebut kepada perusahaan swasta. Namun ada sebuah kondisi
yang membolehkan pengelolaan kepemilikan umum oleh individu, dengan
syarat individu tersebut melakukan pengelolaan atas nama negara. Individu di
sini berposisi sebagai sebuah badan usaha yang bersifat publik (dimiliki oleh
negara) atau perusahaan swasta yang disewa oleh negara atas jasanya untuk
mengelola minyak dan gas bumi dan hasilnya diserahkan kepada negara
untuk kepentingan rakyat. Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi membuka peluang kepada perusahaan swasta

dan asing untuk ikut dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi.

Persamaan yang ditemukan yaitu pada peran Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) sebagai pengelola minyak dan gas bumi. Dalam hukum
Islam, negara membutuhkan BUMN untuk mengelola tambang minyak dan
gas bumi. Hal ini juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 yang telah menentukan bahwa perusahaan milik negara atau BUMN

memiliki peran dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 terletak pada peran perusahaan swasta dalam pengelolaan minyak dan
gas bumi. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa minyak dan gas
bumi hanya boleh dikelola oleh BUMN. Pengelolaan oleh perusahaan swasta
adalah dilarang. Walaupun demikian, hal tersebut diperbolehkan dalam
kondisi tertentu sebagaimana yang telah dijelakan sebelumnya. Adapun

dalam pandangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, perusahaan baik
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BUMN maupun swasta diberikan kesempatan untuk mengelola minyak dan

gas bumi.

B. Saran

1.

Peran pemerintah perlu diperkuat kembali posisinya dalam
mengelola minyak dan gas bumi. Sedangkan kerjasama dengan
perusahaan swasta dan asing harus dijadikan opsi terakhir ketika
pemerintah masih mampu untuk mengelola sendiri melalui BUMN.
Negara harus tetap memprioritaskan peran nasional dalam
pengelolaan minyak dan gas bumi. Peran swasta asing diletakkan
sebagai pilihan akhir ketika Indonesia hendak membuka peluang
pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi bagi perusahaan
swasta.

Ketika perusahaan swasta menjalankan produksi migas,
pemerintah harus memperketat pengawasannya, agar tidak terjadi
manipulasi yang merugikan negara dan rakyat.

Pemerintah perlu meninjau kontrak kerja sama dengan para
perusahaan swasta agar negara tetap memperoleh keuntungan yang
seharusnya diperolen sebagai pemilik kuasa pertambangan.
Sehingga pemerintah dapat melakukan renegoisasi kontra kerja
sama jika terdapat kontrak yang kurang adil atau merugikan negara
dan rakyat.

Pemerintah juga perlu menyiapkan dan mengembangkan SDM

guna menjalankan produksi secara mandiri di kemudian hari tanpa
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harus mengikutsertakan campur tangan asing. Pemerintah perlu
meningkatkan peran seluruh potensi nasional Pusat dan Daerah di
dalam seluruh kegiatan Industri sehingga terbangun kemampuan
nasional.

. Pengaruh globalisasi juga patut diperhatikan. Sebagai sebuah dunia
yang luas tanpa batas, tidak menutup kemungkinan hal tersebut
tidak hanya mendatangkan sisi positif, namun juga ada sisi
negatifnya. Salah satunya dapat terjadi sebuah ekspansi ekonomi
yang dilakukan oleh para kapitalis yang hendak memperluas
“kekuasaannya”. Sebagai sebuah negara berkembang yang
memiliki kekayaan alam yang melimpah, Indonesia menjadi
incaran para pengusaha besar di dunia. Hal ini menjadi tugas
penguasa untuk melindungi segenap apa yang ada di negeri ini
untuk kemakmuran rakyat.

. Pada aspek penegakan hukum pemerintah harus menindak tegas
para pejabat yang korup dan yang bertanggung jawab atas

pelegalan privatisasi atas dasar kepentingan politik semata.
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